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ABSTRAK  
Alih fungsi lahan sawah menjadi penggunaan nonpertanian merupakan salah satu tantangan strategis dalam menjaga 

keberlanjutan ketahanan pangan daerah. Kabupaten Gayo Lues sebagai wilayah berbasis pertanian menghadapi tekanan 

perubahan pemanfaatan ruang akibat perkembangan wilayah dan peningkatan kebutuhan lahan. Policy paper ini bertujuan 

menganalisis dinamika perubahan penggunaan lahan sawah serta merumuskan strategi pengendalian alih fungsi lahan untuk 

mendukung ketahanan pangan berkelanjutan di Kabupaten Gayo Lues. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-

evaluatif berbasis analisis spasial Sistem Informasi Geografis (SIG) dan analisis kebijakan dengan membandingkan penggunaan 

lahan tahun 2018 dan 2024. Hasil analisis pada Kecamatan Blangkejeren sebagai locus kajian menunjukkan bahwa terjadi 

perubahan fungsi lahan sawah seluas 48,16 hektare dari total sawah tahun 2018 sebesar 1.505,54 hektare. Perubahan tersebut 

terdiri atas sawah menjadi permukiman sebesar 29,79 hektare (61,86%) dan sawah menjadi hutan tanaman sebesar 18,37 

hektare (38,14%). Wilayah prioritas pengendalian berada pada Desa Agusen, Bustanussalam, Sentang, dan Penampaan. 

Berdasarkan hasil analisis, strategi yang direkomendasikan adalah pengendalian berbasis Protect–Monitor–Incentivize melalui 

penguatan perlindungan spasial, monitoring perubahan lahan berbasis geospasial, serta pemberian insentif bagi petani untuk 

mempertahankan fungsi lahan sawah. 

 

Kata kunci: Alih Fungsi Lahan Sawah, Ketahanan Pangan, Analisis Spasial, Kebijakan Pertanian, Gayo Lues 

 

ABSTRACT 

The conversion of paddy fields to non-agricultural uses poses a strategic challenge to maintaining regional food security 

sustainability. As an agriculture-based region, Gayo Lues Regency faces pressure regarding land-use changes driven by regional 

development and rising land demand. This policy paper aims to analyze the dynamics of paddy field land-use change and 

formulate strategies to control such conversion, thereby supporting sustainable food security in Gayo Lues Regency. The 

study employs a descriptive-evaluative approach utilizing Geographic Information System (GIS) spatial analysis and policy 

analysis, comparing land-use data from 2018 and 2024. Analysis of the study area—Blangkejeren District—reveals a 

conversion of 48.16 hectares of paddy fields out of the 1,505.54 hectares recorded in 2018. This conversion comprises 29.79 

hectares (61.86%) transformed into settlements and 18.37 hectares (38.14%) converted into plantation forests. Priority areas 

for control measures include the villages of Agusen, Bustanussalam, Sentang, and Penampaan. Based on the findings, the 

recommended strategy is a "Protect–Monitor–Incentivize" approach, involving strengthened spatial protection, geospatial-

based monitoring of land-use changes, and the provision of incentives for farmers to maintain the agricultural function of 

their paddy fields. 
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PENDAHULUAN 

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan karena 

berkaitan langsung dengan kemampuan suatu wilayah dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan 

keberlanjutan pangan bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan lahan pertanian 

pangan menjadi faktor penting karena produksi pangan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya 

lahan yang memadai. Namun demikian, peningkatan kebutuhan ruang akibat pertumbuhan penduduk, 
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perkembangan kawasan permukiman, pembangunan infrastruktur, serta perubahan struktur ekonomi 

wilayah telah menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap keberadaan lahan pertanian produktif (Siti 

Wahyuni, 2016). 

Lahan pertanian pangan merupakan sumber daya yang bersifat terbatas karena luasnya tidak 

bertambah secara signifikan, sementara kebutuhan terhadap ruang terus mengalami peningkatan. Alih 

fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan nonpertanian dapat memberikan dampak jangka panjang 

terhadap kapasitas produksi pangan, keberlanjutan ekonomi petani, serta keseimbangan tata ruang 

wilayah. Menurut Kementerian Pertanian, konversi lahan sawah menjadi penggunaan lain merupakan 

salah satu tantangan utama dalam pembangunan pertanian karena berpotensi mengurangi luas baku 

sawah dan menghambat peningkatan produksi pangan nasional (Alamsyar, 2022). 

Dalam perspektif kebijakan nasional, pemerintah telah menetapkan instrumen perlindungan 

terhadap lahan pertanian pangan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengendalian alih 

fungsi lahan pertanian pangan merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan 

pangan. Perlindungan lahan pertanian pangan dilakukan melalui penetapan kawasan dan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan, pengendalian perubahan fungsi lahan, pemberian insentif, serta penguatan sistem 

informasi lahan pertanian (UU No 41 2009, 2009). 

Dalam perspektif kebijakan nasional, pemerintah telah menetapkan instrumen perlindungan 

terhadap lahan pertanian pangan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengendalian alih 

fungsi lahan pertanian pangan merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan 

pangan. Perlindungan lahan pertanian pangan dilakukan melalui penetapan kawasan dan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan, pengendalian perubahan fungsi lahan, pemberian insentif, serta penguatan sistem 

informasi lahan pertanian.  

Secara konseptual, alih fungsi lahan pertanian pangan tidak hanya dipahami sebagai perubahan 

penggunaan ruang secara fisik, tetapi juga sebagai perubahan terhadap fungsi ekonomi, sosial, dan 

lingkungan suatu wilayah. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan didefinisikan sebagai 

perubahan fungsi lahan pertanian pangan menjadi bukan lahan pertanian pangan, baik secara permanen 

maupun sementara. Perubahan tersebut memiliki konsekuensi terhadap keberlanjutan produksi pangan 

apabila tidak dikendalikan melalui instrumen perencanaan dan pengendalian ruang yang tepat.  

Kabupaten Gayo Lues sebagai salah satu wilayah agraris di Provinsi Aceh memiliki karakteristik 

pembangunan yang sangat bergantung pada sektor pertanian. Aktivitas pertanian tidak hanya menjadi 

sumber mata pencaharian masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan 

pangan daerah. Namun, perkembangan wilayah dan kebutuhan ruang menyebabkan munculnya tekanan 

terhadap keberadaan lahan pertanian, khususnya lahan sawah yang memiliki fungsi strategis sebagai basis 

produksi pangan (Alfiansyah, 2023). 
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Berdasarkan hasil analisis perubahan penggunaan lahan sawah di Kecamatan Blangkejeren periode 

2018–2024, ditemukan adanya perubahan fungsi lahan sawah seluas 48,16 hektare. Perubahan tersebut 

terdiri atas sawah menjadi permukiman sebesar 29,79 hektare dan sawah menjadi hutan tanaman sebesar 

18,37 hektare. Perubahan penggunaan lahan tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap lahan sawah 

tidak hanya berasal dari ekspansi kawasan terbangun, tetapi juga dari perubahan pemanfaatan ruang untuk 

aktivitas non-sawah lainnya. 

Apabila dihitung berdasarkan proporsinya, perubahan sawah menjadi permukiman merupakan 

bentuk alih fungsi terbesar yaitu sekitar 61,84% dari total perubahan lahan sawah, sedangkan perubahan 

sawah menjadi hutan tanaman mencapai sekitar 38,16%. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan 

untuk memperkuat mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang agar pembangunan wilayah tetap 

berjalan tanpa mengurangi kapasitas produksi pangan daerah (Alfiansyah et al., 2024). 

Permasalahan utama dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah bukan hanya terletak pada 

perubahan luas lahan, tetapi juga pada aspek tata kelola. Pengendalian membutuhkan keterpaduan antara 

kebijakan pertanian, tata ruang, pembangunan daerah, dan pengawasan pemanfaatan ruang. Dalam 

implementasinya, perlindungan lahan pertanian pangan membutuhkan koordinasi antara pemerintah 

daerah, perangkat daerah teknis, pemerintah kecamatan/desa, serta masyarakat petani. Regulasi PLP2B 

juga menekankan pentingnya integrasi antara perlindungan lahan pertanian dengan kebijakan tata ruang 

dan pembangunan daerah.  

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan strategi pengendalian alih fungsi lahan sawah yang tidak 

hanya bersifat preventif melalui pembatasan perubahan penggunaan lahan, tetapi juga bersifat adaptif 

melalui penguatan basis data spasial, peningkatan koordinasi kelembagaan, pemberian insentif kepada 

petani, serta integrasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam dokumen 

perencanaan daerah. 

Oleh karena itu, kajian ini disusun untuk merumuskan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan 

Sawah untuk Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Gayo Lues. Analisis perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Blangkejeren periode 2018–2024 digunakan sebagai dasar empiris untuk 

mengidentifikasi pola perubahan ruang, mengevaluasi tantangan kebijakan, serta menyusun rekomendasi 

strategis yang dapat mendukung pengambilan keputusan pembangunan daerah (Alfiansyah et al., 2024). 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Kajian 

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-evaluatif dengan mengintegrasikan analisis spasial 

dan analisis kebijakan untuk memahami dinamika perubahan penggunaan lahan sawah serta implikasinya 

terhadap ketahanan pangan berkelanjutan di Kabupaten Gayo Lues, Lokasi kajian dibatasi hanya untuk 

Kecamatan Blangkejeren. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan pola, luas, dan arah 

perubahan fungsi lahan sawah berdasarkan hasil analisis spasial, sedangkan pendekatan evaluatif 
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digunakan untuk menilai dampak perubahan tersebut terhadap keberlanjutan produksi pangan serta 

efektivitas kebijakan pengendalian alih fungsi lahan yang telah diterapkan (Alfiansyah et al., 2024) . 

Pendekatan ini digunakan untuk menghubungkan: 

Perubahan penggunaan lahan → Dampak terhadap produksi pangan → Permasalahan kebijakan 

→ Alternatif intervensi pemerintah daerah 

Data dan Sumber Data. 

Data yang digunakan terdiri atas: 

Tabel 1. Jenis Data dan Fungsi Analisis 

Jenis Data Fungsi Analisis 

Tutupan lahan tahun 2018 Kondisi awal penggunaan sawah 

Tutupan lahan tahun 2024 Kondisi penggunaan lahan terbaru 

Peta administrasi RBI Analisis lokasi perubahan 

Data luas sawah Perhitungan kehilangan lahan 

Analisis Perubahan Penggunaan Lahan 

Tahapan analisis dilakukan melalui proses tumpang susun (overlay) antara peta penggunaan lahan 

tahun awal dengan peta penggunaan lahan tahun akhir. Hasil dari proses tersebut menghasilkan informasi 

mengenai lokasi, luas, serta pola perubahan fungsi lahan sawah yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues. 

Pendekatan ini memungkinkan identifikasi secara lebih akurat terhadap area sawah yang mengalami 

perubahan fungsi maupun area yang tetap mempertahankan fungsi pertaniannya. 

Analisis dilakukan menggunakan metode overlay SIG antara: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Analisis Kajian 

Perubahan diklasifikasikan menjadi: 

 Sawah tetap sawah;  

 Sawah menjadi permukiman;  

 Sawah menjadi hutan tanaman 

Analisis Kebijakan  

Setelah mengetahui lokasi dan luas perubahan, dilakukan analisis kesenjangan kebijakan melalui: 

Tabel 2. Analisis Kebijakan 

Aspek Analisis 

Regulasi Perlindungan lahan pertanian 

Tata ruang Konsistensi pemanfaatan ruang 

Peta PL 2018 Peta PL 2024 

Identifikasi Perubahan Sawah 

Overla

y 

Peta Adm Kec 

Blangkejeren 

Peta Adm Desa 
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Aspek Analisis 

Data Ketersediaan informasi spasial 

Pengawasan Mekanisme monitoring perubahan 

Ekonomi Insentif mempertahankan sawah 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN   

Dinamika Perubahan Lahan Sawah Kecamatan Blangkejeren  

Hasil analisis perubahan penggunaan lahan menggunakan pendekatan spasial menunjukkan bahwa 

kawasan sawah di Kecamatan Blangkejeren mengalami perubahan fungsi selama periode 2018–2024. 

Pada tahun 2018, luas lahan sawah tercatat sebesar 1.505,54 hektare yang menjadi basis produksi 

pertanian pangan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil analisis overlay SIG terhadap kondisi 

penggunaan lahan tahun 2024, sebagian besar kawasan sawah masih mempertahankan fungsi awalnya, 

yaitu sebesar 1.457,38 hektare atau sekitar 96,80 persen dari luas sawah awal. 

Namun demikian, terdapat perubahan fungsi lahan sawah seluas 48,16 hektare selama periode 

pengamatan. Luasan tersebut menunjukkan bahwa sekitar 3,20 persen dari total lahan sawah tahun 2018 

telah mengalami perubahan penggunaan lahan. Meskipun secara proporsional perubahan tersebut relatif 

kecil, fenomena ini menunjukkan adanya tekanan terhadap keberlanjutan kawasan pertanian pangan di 

Kecamatan Blangkejeren (Bria et al., 2019). 

Perubahan fungsi lahan sawah tersebut menjadi indikator awal adanya dinamika pemanfaatan ruang 

akibat berbagai faktor, seperti peningkatan kebutuhan ruang untuk aktivitas nonpertanian, perubahan 

struktur ekonomi masyarakat, serta perkembangan kawasan terbangun. Dalam konteks ketahanan pangan 

berkelanjutan, kehilangan lahan sawah meskipun dalam skala terbatas tetap perlu mendapatkan perhatian 

karena lahan sawah memiliki fungsi strategis sebagai sumber produksi pangan dan sulit untuk dipulihkan 

kembali apabila telah berubah menjadi penggunaan nonpertanian (Imansyah et al., 2020) (Lapatandau et 

al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Perubahan Penggunaan Lahan Sawah 

Pola Perubahan Penggunaan Lahan  
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Berdasarkan hasil analisis overlay SIG, perubahan fungsi lahan sawah di Kecamatan Blangkejeren 

selama periode 2018–2024 menunjukkan adanya dua pola utama perubahan, yaitu perubahan sawah 

menjadi kawasan permukiman dan perubahan sawah menjadi hutan tanaman. Dari total luas perubahan 

sebesar 48,16 hektare, perubahan terbesar terjadi pada kategori sawah menjadi permukiman dengan luas 

29,79 hektare atau sebesar 61,86 persen. Sementara itu, perubahan sawah menjadi hutan tanaman tercatat 

sebesar 18,37 hektare atau sekitar 38,14 persen. 

Dominasi perubahan lahan sawah menjadi permukiman menunjukkan bahwa tekanan utama 

terhadap keberadaan lahan pertanian di Kecamatan Blangkejeren berasal dari meningkatnya kebutuhan 

ruang untuk aktivitas nonpertanian. Perkembangan kawasan permukiman umumnya terjadi pada wilayah 

yang memiliki aksesibilitas lebih baik dan dekat dengan pusat aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut 

menunjukkan adanya peningkatan nilai ekonomi lahan, di mana penggunaan lahan untuk permukiman 

dianggap memberikan manfaat ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mempertahankan fungsi 

pertanian (Yolanda, 2021, Hermawan, 2020). 

Fenomena tersebut sejalan dengan konsep land rent theory yang menjelaskan bahwa perubahan 

penggunaan lahan sering terjadi akibat adanya kompetisi antara berbagai jenis pemanfaatan ruang. Ketika 

nilai ekonomi suatu lahan untuk penggunaan nonpertanian lebih tinggi dibandingkan penggunaan 

pertanian, maka kecenderungan perubahan fungsi lahan akan semakin besar. Dalam konteks Kecamatan 

Blangkejeren, lahan sawah yang berada di sekitar kawasan berkembang memiliki potensi mengalami 

tekanan konversi akibat kebutuhan ruang untuk pembangunan permukiman dan fasilitas pendukung 

masyarakat (Melisa & Wulandari, 2021). 

Selain perubahan menjadi permukiman, sebagian lahan sawah juga mengalami perubahan fungsi 

menjadi hutan tanaman seluas 18,37 hektare. Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika pemanfaatan 

ruang yang berkaitan dengan perubahan orientasi penggunaan lahan dari aktivitas pertanian pangan 

menuju bentuk pemanfaatan berbasis tanaman kehutanan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, seperti kesesuaian lahan, tingkat produktivitas sawah, kondisi ekonomi petani, maupun 

kebijakan pengelolaan kawasan (Dewi & Syamsiyah, 2020). 

Meskipun luas perubahan lahan sawah selama periode 2018–2024 hanya mencapai 3,20 persen dari 

total luas sawah awal, pola perubahan yang terjadi perlu menjadi perhatian dalam perspektif ketahanan 

pangan berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena lahan sawah memiliki karakteristik yang relatif sulit 

untuk dipulihkan kembali setelah mengalami perubahan fungsi, terutama apabila telah berubah menjadi 

kawasan terbangun. Setiap kehilangan lahan sawah produktif berpotensi mengurangi kapasitas produksi 

pangan daerah serta meningkatkan ketergantungan terhadap pasokan pangan dari wilayah lain (Dewi & 

Syamsiyah, 2020). 

Oleh karena itu, hasil analisis spasial ini menunjukkan bahwa strategi pengendalian alih fungsi lahan 

sawah di Kecamatan Blangkejeren perlu diarahkan pada penguatan pengawasan pemanfaatan ruang, 

perlindungan kawasan sawah produktif, serta integrasi kebijakan tata ruang dengan program perlindungan 
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lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Selain pendekatan regulatif, pemerintah daerah juga perlu 

mempertimbangkan aspek ekonomi petani melalui pemberian insentif dan peningkatan produktivitas 

pertanian agar mempertahankan fungsi lahan sawah tetap menjadi pilihan yang layak bagi masyarakat 

(Surya Saputra et al., 2022, Tanjung et al., 2021). 

Tabel 3. Pola Perubahan Penggunaan Lahan 

No Kode 
Penggunaan 

Lahan (2018) 

Penggunaan 

Lahan (2024) 
Perubahan Penggunaan Lahan 

Luas 

(Ha) 

1 20093 Sawah Hutan Tanaman Sawah Menjadi Hutan Tanaman 18,37 

2 20093 Sawah Pemukiman Sawah Menjadi Pemukiman 29,79 

3 20093 Sawah Sawah Sawah Tetap Sawah 1457,38 

    Alih Fungsi Lahan Sawah  48,16 

Wilayah Prioritas Pengendalian 

Berdasarkan hasil analisis distribusi spasial perubahan penggunaan lahan, terdapat beberapa wilayah 

di Kecamatan Blangkejeren yang menunjukkan tingkat perubahan fungsi lahan sawah relatif lebih tinggi 

dibandingkan wilayah lainnya. Identifikasi wilayah prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi 

perubahan, jenis konversi, serta luas lahan sawah yang mengalami perubahan fungsi selama periode 2018–

2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan lahan sawah tidak tersebar secara merata, tetapi 

terkonsentrasi pada beberapa desa tertentu yang mengalami tekanan pemanfaatan ruang lebih besar 

(Asnawi et al., 2022). 

Wilayah dengan perubahan terbesar terdapat di Desa Agusen, dengan perubahan fungsi lahan 

sawah menjadi permukiman seluas 10,47 hektare. Perubahan tersebut menunjukkan adanya tekanan 

penggunaan ruang untuk aktivitas nonpertanian yang cukup dominan. Kondisi ini mengindikasikan 

bahwa kawasan tersebut memiliki potensi perkembangan kawasan terbangun yang dapat meningkatkan 

risiko berkurangnya lahan pertanian produktif apabila tidak dikendalikan melalui instrumen tata ruang 

yang tepat (Permono, 2021). 

Selain Agusen, Desa Bustanussalam juga menjadi wilayah yang perlu mendapatkan perhatian karena 

mengalami dua bentuk perubahan fungsi lahan sawah. Perubahan sawah menjadi hutan tanaman tercatat 

seluas 9,40 hektare, sedangkan perubahan sawah menjadi permukiman mencapai 6,83 hektare. Kondisi 

tersebut menunjukkan adanya dinamika pemanfaatan lahan yang cukup kompleks, yaitu pergeseran fungsi 

pertanian pangan menuju penggunaan lain yang memiliki karakteristik ekonomi dan pengelolaan ruang 

berbeda (Irwan et al., 2023). 

Selanjutnya, Desa Sentang mengalami perubahan fungsi sawah menjadi hutan tanaman dengan luas 

8,27 hektare, sedangkan Desa Penampaan mengalami perubahan sawah menjadi permukiman seluas 7,38 

hektare. Kedua wilayah tersebut menunjukkan adanya tekanan perubahan penggunaan lahan yang perlu 

diperhatikan, khususnya dalam kaitannya dengan keberlanjutan kawasan produksi pangan local (Akbar, 

2020). 

Tabel 4. Daftar Wilayah Prioritas Pengendalian 

No Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Desa Luas (Ha) 
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1 Sawah Menjadi Hutan Tanaman Blangkejeren Leme 0,69 

2 Sawah Menjadi Hutan Tanaman Blangkejeren Bustanussalam 9,40 

3 Sawah Menjadi Hutan Tanaman Blangkejeren Sentang 8,27 

4 Sawah Menjadi Pemukiman Blangkejeren Agusen 10,47 

5 Sawah Menjadi Pemukiman Blangkejeren Leme 1,63 

6 Sawah Menjadi Pemukiman Blangkejeren Bustanussalam 6,83 

7 Sawah Menjadi Pemukiman Blangkejeren Sentang 1,46 

8 Sawah Menjadi Pemukiman Blangkejeren Raklunung 2,01 

9 Sawah Menjadi Pemukiman Blangkejeren Penampaan 7,38 

Total 48,16 

Berdasarkan pola distribusi tersebut, wilayah Agusen, Bustanussalam, Sentang, dan Penampaan 

dapat ditetapkan sebagai zona prioritas pengendalian alih fungsi lahan sawah. Penetapan wilayah prioritas 

ini penting karena intervensi pengendalian akan lebih efektif apabila diarahkan pada lokasi yang memiliki 

tingkat perubahan aktual maupun potensi tekanan ruang yang tinggi. 

Strategi pengendalian pada wilayah prioritas tersebut perlu dilakukan melalui pendekatan terpadu, 

meliputi penguatan pengawasan pemanfaatan ruang, integrasi kawasan sawah produktif dalam kebijakan 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), serta peningkatan insentif bagi petani agar 

mempertahankan fungsi lahan pertanian. Selain itu, pemanfaatan teknologi SIG secara berkala dapat 

menjadi instrumen monitoring untuk mendeteksi perubahan penggunaan lahan sejak dini dan 

mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah berbasis data spasial (Akbar, 2020). 

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah 

Berdasarkan evaluasi terhadap  alternatif kebijakan tersebut, strategi yang direkomendasikan adalah: 

“Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Berbasis Perlindungan Spasial, Monitoring 

Geospasial, dan Penguatan Insentif Petani.” 

Strategi ini menggunakan pendekatan terpadu yang menggabungkan aspek regulasi ruang, teknologi 

informasi, dan kesejahteraan petani. Pendekatan tersebut diperlukan karena alih fungsi lahan sawah 

merupakan permasalahan multidimensi yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembatasan 

penggunaan ruang, tetapi juga membutuhkan dukungan ekonomi dan kelembagaan. 

Implementasi strategi dilakukan melalui tiga tahapan waktu sebagai berikut: 

 Jangka Pendek (1 Tahun) 

Tahap awal difokuskan pada penguatan basis data dan identifikasi wilayah yang membutuhkan 

intervensi segera. 

Program prioritas meliputi: 

 Validasi dan integrasi database sawah (Atikah, 2020) 

Melakukan pembaruan data spasial lahan sawah dengan menggabungkan data pemerintah daerah, data 

pertanian, dan hasil analisis SIG.  

 Penetapan wilayah prioritas pengendalian (Akbar, 2020) 

Menetapkan desa-desa dengan tingkat perubahan tertinggi sebagai lokasi pengawasan dan intervensi 

awal.  
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 Penyusunan dashboard monitoring perubahan lahan (Irawan, 2016) 

Membangun sistem informasi yang dapat menampilkan perkembangan perubahan penggunaan lahan 

secara berkala.  

 Jangka Menengah (2–5 Tahun) 

Tahap ini diarahkan pada penguatan kelembagaan dan integrasi kebijakan. 

Program yang dilakukan meliputi: 

 Integrasi data sawah dengan RTRW/RDTR (Suparno, 2017) 

Memastikan kawasan sawah strategis menjadi bagian dari perencanaan ruang daerah.  

 Penguatan perlindungan kawasan pangan (Surya Saputra et al., 2022) 

Mendorong implementasi kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).  

 Implementasi insentif bagi petani (UU No 41 2009, 2009) 

Memberikan dukungan ekonomi kepada petani yang mempertahankan fungsi lahan sawah.  

 Jangka Panjang (>5 Tahun) 

Tahap jangka panjang diarahkan pada pembangunan sistem pangan daerah yang berkelanjutan. 

Program utama meliputi: 

 Evaluasi tahunan perubahan sawah (SANTI, 2021) 

Melakukan pemantauan berkala untuk memastikan efektivitas pengendalian alih fungsi lahan.  

 Penguatan sistem pangan daerah (Suparno, 2017) 

Meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal melalui perlindungan lahan dan peningkatan 

produktivitas.  

 Integrasi kebijakan pertanian dan tata ruang (Riawan, 2022) 

Mengembangkan kebijakan pembangunan wilayah yang menempatkan sektor pertanian sebagai bagian 

penting dari keberlanjutan daerah. 

  

KESIMPULAN 

Analisis spasial menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah telah terjadi di Kecamatan 

Blangkejeren dengan luas perubahan mencapai 48,16 hektare selama periode 2018–2024. Meskipun 

secara persentase mencapai 3,20 persen, perubahan tersebut perlu dikendalikan karena bersifat permanen 

dan berpotensi mengurangi kapasitas produksi pangan daerah. 

Pengendalian alih fungsi lahan sawah Kabupaten Gayo Lues membutuhkan pendekatan yang tidak 

hanya bersifat administratif, tetapi mengintegrasikan aspek tata ruang, teknologi informasi spasial, dan 

kesejahteraan petani. 

Strategi yang direkomendasikan adalah membangun sistem pengendalian berbasis: Protect – 

Monitor – Incentivize. Pendekatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan 

wilayah Kabupaten Gayo Lues tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan ketahanan pangan 

daerah. 
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